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ABSTRAK 

Luthfi. Mohammad. (18043196/2018). Analisis Tingkat Pengungkapan 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Pulau Sumatera  

Pembimbing : Vita Fitria Sari, SE, M.Si 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pengungkapan wajib 

laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota di Pulau 

Sumatera tahun 2020 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) 

atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi, Kabupaten dan 

Kota di Pulau Sumatera yang berjumlah 164 LKPD. Teknik pengambilan 

sampelnya menggunakan teknik sampling jenuh yaitu teknik penentuan sampel 

yang menggunakan seluruh anggota populasi sebagai sampel. Data yang 

digunakan adalah data sekunder yang berupa data dan informasi laporan 

keuangan pemerintah daerah di Pulau Sumatera yang telah diaudit oleh Badan 

Pemeriksa Keuangan (BPK). Teknik analisa data yang digunakan adalah teknik 

content analysis atau analisis isi.  

Penelitian ini menggunakan 302 item pengungkapan wajib berdasarkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dalam pengungkapan Catatan atas 

Laporan Keuangan (CaLK), berbeda dengan penelitian terdahulu yang mengukur 

dengan menggunakan 187 item pengungkapan yang dirancang oleh Arifin 



ii 
 

 
 

(2020). Penelitian selanjutnya diharapkan mampu untuk melanjutkan penelitian 

ke ranah yang lebih rinci, seperti melakukan wawancara dan observasi untuk 

mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan tinggi rendahnya tingkat 

pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian 

menunjukkan rata-rata tingkat pengungkapan wajib pemerintah daerah Provinsi, 

Kabupaten dan Kota di Pulau Sumatera tahun 2020 sebesar 54,47%. Sementara 

untuk tingkat dan kategori masing-masing item pengungkapan wajib yang 

digunakan dalam penelitian ini memperoleh hasil pengungkapan tertinggi yaitu 

informasi mengenai entitas pelaporan dan entitas akuntansi dengan hasil sebesar 

84,76%, sedangkan pengungkapan item terendah yaitu informasi mengenai 

pengungkapan-pengungkapan lainnya sebesar 5,37%. 

Kata kunci : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah; Standar Akuntansi 

Pemerintah; Pengungkapan  
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ABSTRACT 

Luthfi. Mohammad. (18043196/2018). Analisis Tingkat Pengungkapan 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Pulau Sumatera  

Pembimbing : Vita Fitria Sari, SE, M.Si 

   This study aims to determine the level of mandatory disclosure of the     

financial statements of the provincial, district and city governments on the island 

of Sumatra in 2020 based on Government Regulation No. 71 of 2010. The 

population in this study is all reports on the results of the examination of the 

financial statements of Provincial, District and City governments in Sumatra 

Island, totaling 164 LKPD. The sampling technique used is saturated sampling 

technique, which is a sampling technique that uses all members of the population 

as a sample. The data used is secondary data in the form of data and information 

on local government financial statements on the island of Sumatra which have 

been audited by the Supreme Audit Agency (BPK). The data analysis technique 

used is content analysis technique or content analysis. 

 This study uses 302 mandatory disclosure items based on Government 

Regulation Number 71 of 2010 in disclosing notes to financial statements 

(CaLK), in contrast to previous research which measured using 187 disclosure 

items designed by Arifin (2020). Future research is expected to be able to 

continue research into a more detailed domain, such as conducting interviews 
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and observations to find out the factors that cause high and low levels of 

mandatory disclosure of local government financial reports. The results of the 

study show that the average level of mandatory disclosure by provincial, district 

and city governments on the island of Sumatra in 2020 is 54.47%. Meanwhile, 

for the level and category of each mandatory disclosure item used in this study, 

the highest disclosure results were information regarding reporting entities and 

accounting entities with a yield of 84.76%, while the lowest item disclosure was 

information regarding other disclosures of 5, 37%. 

Keywords : Local Government Financial Reports; Government Accounting 

Standards; Disclosure 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Tata kelola pemerintahan yang baik atau good government governance merupakan 

hal yang paling mengemuka dalam pengelolaan dan akuntabilitas administrasi publik 

dewasa ini. Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan seperangkat prosedur atau 

proses yang diberlakukan dalam instansi pemerintahan untuk menciptakan suatu 

harmoni pada pengelolaan dan akuntabilitas operasionalnya, agar terciptanya 

pemerintahan yang bersih. Dalam menjalankan praktik akuntansi sektor publik, yang 

dalam hal ini dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah banyak mendapat perhatian 

lebih dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Terdapat tuntutan yang lebih besar 

dari masyarakat untuk dilakukannya transparansi dan akuntabilitas publik dalam 

menjalankan kegiatan operasionalnya, terutama dalam hal pengelolaan keuangan 

publik (Arifin,2018). 

Menurut Bawole & Ibrahim (2017); Sandford (2017); Ferry & Murphy (2018); dan 

Modlin (2019), pemerintah dalam menjalankan kegiatan pengelolaan keuangan harus 

memperhatikan beberapa hal seperti: perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, 

pelaporan, pertanggungjawaban dan regional pengawasan keuangan. Hal tersebut 

merupakan upaya yang dapat dilakukan pemerintah agar dapat mewujudkan serta 

meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan pengelolaan 

keuangan pemerintahannya, maka secara tidak langsung baik pemerintah pusat 
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maupun pemerintah daerah wajib untuk dapat menyampaikan laporan 

pertanggungjawaban atas kinerja keuangan dari pemerintah daerah, dengan cara 

menyajikan sebuah laporan keuangan (Maulana,2015). 

Selama beberapa dekade terakhir, terjadi adanya perubahan dari kas ke akuntansi 

akrual untuk pelaporan uang publik di semua tingkat pemerintahan yang telah menjadi 

tren yang kuat, dan terus berlanjut di negara-negara maju (Brusca et al.,2015; Pina et 

al.,2009). Masing-masing negara tersebut, termasuk Indonesia di dalam melanjutkan 

tren tersebut, telah mulai mengadopsi Standar Akuntansi Sektor Publik Internasional 

(IPSAS) (Argento et al., 2018; Christiaens et al., 2015; Gomes et al., 2015). Mengingat 

bahwa dengan adanya hal tersebut, bertujuan untuk mendasari standar ini adalah untuk 

menyatukan atau menyelaraskan pelaporan keuangan sektor publik secara 

internasional. Pada tingkat ini, akuntansi akrual pemerintahan biasanya telah 

diterapkan bersamaaan dengan pembentukan seperangkat standar yang diterima secara 

umum yang telah berbasis (GAAP) (Brusca et al., 2015). 

Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, menyatakan bahwa masing-

masing pemerintahan, baik pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten maupun 

pemerintah kota wajib untuk membuat laporan keuangannya tersendiri. Hal ini juga 

telah dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan 

Negara yang dijelaskan lebih lanjut bahwa Presiden, Gubernur serta Walikota, wajib 

menyampaikan sebuah laporan pertanggungjawaban daerah terhadap pelaksanaan 

APBN/APBD yakni berupa laporan keuangan yang meliputi beberapa bagian seperti 
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laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, serta catatan atas laporan 

keuangan. Laporan keuangan harus disusun dengan cara mengikuti pedoman dalam 

penyusunan laporan keuangan serta harus sesuai dengan program Standar Akuntansi 

Pemerintahan (SAP) yang masih berlaku secara umum, kemudian laporan keuangan 

tersebut disampaikan melalui DPR/DPRD serta kepada masyarakat umum. Hal 

tersebut dapat terjadi apabila laporan keuangan yang telah dibuat oleh pemerintah 

daerah telah dilakukan proses audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).  

Laporan keuangan merupakan salah satu bentuk mekanisme pertanggungjawaban 

yang juga sekaligus dijadikan dasar bagi pihak eksternal di dalam perusahaan dalam 

proses pengambilan sebuah keputusan. Menurut Hadfield & Cook (2018), informasi 

yang terdapat dalam laporan keuangan harus disajikan dengan jelas, sehingga tidak 

mengakibatkan kesalahpahaman bagi para pembaca laporan, karena laporan keuangan 

dibuat tidak hanya semata-mata untuk memenuhi peraturan yang berlaku saja 

melainkan juga untuk memenuhi hak publik. Pemerintah daerah sebagai penyelenggara 

pengelolaan keuangan harus dapat memposisikan topik penyampaian informasi yang 

terkandung di dalam laporan keuangan untuk dapat dipahami dan dapat digunakan 

untuk membantu pengguna laporan keuangan dalam pengambilan sebuah keputusan. 

Salah satu cara yang dapat digunakan dalam menyampaikan informasi yang terdapat 

dalam laporan keuangan adalah dengan melakukan pengungkapan. Pengungkapan 

informasi yang terdapat dalam laporan keuangan akan memudahkan para pengguna 

dalam memahami laporan keuangan tersebut. Oleh karena itu, dengan adanya 
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pemenuhan atas pengungkapan terhadap laporan keuangan, akan berguna dan 

memudahkan pengguna laporan dalam memahami informasi-informasi yang 

terkandung di dalam laporan keuangan dan menjadi salah satu kriteria penentuan opini 

dari BPK atas laporan keuangan tersebut (Medynatul,2017).  

 Pengungkapan di dalam laporan keuangan menurut Suwardjono (2014) terbagi 

menjadi 2 (dua) bagian yaitu pengungkapan wajib (mandatory disclousure) serta 

pengungkapan sukarela (voluntary disclousure). Mandatory disclousure 

(pengungkapan wajib) merupakan salah satu bagian dalam laporan keuangan yang 

dapat dikemukakan oleh sebuah badan otoriter serta telah dirancang sesuai dengan 

peraturan yang telah ditetapkan. Pengungkapan wajib ini juga merupakan sebuah 

bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Standar Akuntansi Pemerintahan yang 

mempunyai tujuan untuk dapat mewujudkan keuangan publik yang bersifat 

transparansi dan akuntabilitas. Sedangkan voluntary disclousure merupakan 

pengungkapan yang disajikan diluar item-item yang wajib diungkapkan sebagai 

tambahan informasi bagi pengguna laporan keuangan. 

Pengungkapan terhadap laporan keuangan dijadikan sebagai bahan pertimbangan 

khususnya bagi pemeriksa laporan keuangan dalam pemberian opini. Menurut 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 

Tanggung Jawab Keuangan Negara, opini merupakan suatu pernyataan profesional 

pemeriksa mengenai tingkat kewajaran dari suatu informasi keuangan yang disajikan 

dalam laporan keuangan. Terdapat empat jenis opini yang diberikan oleh BPK yaitu 
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Wajar Tanpa Pengecualian (WTP/unqualified Opinion), Wajar Dengan Pengecualian 

(WDP/Qualified Opinion), Tidak Memberikan Pendapat (TMP/Disclaimer Opinion) 

dan Tidak Wajar (TW/Adverse Opinion). Opini yang diberikan oleh BPK tersebut, 

didasarkan pada beberapa kriteria yaitu (a) Kesesuaian dengan adanya Standar 

Akuntansi Pemerintahan, (b) Kecukupan pengungkapan (adequate disclousure), (c) 

Kepatuhan terhadap perundang-undangan dan (d) Efektivitas pengendalian intern 

(SPI).  

Pemerintah Republik Indonesia pada Tahun 2010 telah mengeluarkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Peraturan ini dibuat 

dengan maksud untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas pelaporan keuangan untuk 

sektor pemerintah, Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) terbaru ditetapkan di 

seluruh pemerintahan Indonesia (Raditya et al., 2022). Berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 paragraf 53 pada kerangka konseptual menjelaskan, 

bahwa sebuah laporan keuangan harus menyajikan secara lengkap informasi yang 

dibutuhkan oleh para pengguna laporan keuangan. Informasi yang dibutuhkan oleh 

pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (on the face) laporan 

keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Termasuk juga di dalamnya 

informasi mengenai masing-masing pos laporan keuangan seperti LRA, LPSAL, 

Neraca, LO, LAK, dan LPE yang harus saling memiliki referensi silang dengan 

informasi yang berkaitan dengan CaLK. Di dalam CaLK tersebut juga terdapat 

informasi mengenai kebijakan akuntansi yang digunakan oleh entitas pelaporan dan 
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informasi lain yang harus dan dianjurkan untuk diungkapkan dalam Standar Akuntansi 

Pemerintahan, dan pengungkapan-pengungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan 

penyajian laporan keuangan secara wajar. 

Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 diperjelas dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pada kerangka konseptual paragraf 53 dan 83 

berdasarkan PSAP Nomor 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) 

menguraikan, bahwa kecukupan pengungkapan berisi mengenai informasi lengkap 

yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan dan letak informasi yang 

seharusnya disajikan, karena pentingnya informasi yang lengkap bagi para pengguna 

laporan keuangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, dalam rangka pengungkapan 

yang memadai, Catatan atas Laporan Keuangan harus mengungkapkan hal-hal sebagai 

berikut: (i) Informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi; (ii) 

Kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro; (iii) Ikhtisar pencapaian target 

keuangan berikut hambatan dan kendalanya; (iv) Kebijakan akuntansi yang penting; 

(v) Rincian dan penjelasan masing-masing pos laporan keuangan; (vi) Pengungkapan 

informasi yang diharuskan oleh PSAP yang belum disajikan dalam lembar muka 

laporan keuangan; dan (vii) Pengungkapan-pengungkapan lainnya.  

Beberapa penelitian sebelumnya mengenai praktik pengungkapan wajib telah 

dilakukan di sektor publik termasuk entitas pemerintah daerah, meskipun tidak 

seproduktif penelitian pada perusahaan yang terdaftar. Hasil penelitian mengenai 

pengungkapan wajib pada sektor publik, baik yang dilakukan di luar negeri maupun di 
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dalam negeri masing tergolong rendah. Seperti pada penelitian yang dilakukan oleh 

Robbin & Austin (1981), menunjukkan hasil tingkat pengungkapan wajib memperoleh 

persentase sebesar 57,31%, penelitian yang dilakukan oleh Ryan, Stanley dan Nelson 

(2002) menunjukkan hasil sebesar 58,43%, dan penelitian yang dilakukan oleh 

Tagesson, Klugman, dan Ekstrom (2011), menunjukkan hasil tingkat pengungkapan 

wajib sebesar 43,57%. Sementara itu di Indonesia sendiri penelitian mengenai tingkat 

pengungkapan, seperti yang dilakukan oleh Iqbal (2018) pada tahun 2013 dan 2014, 

memperoleh hasil bahwa rata-rata tingkat pengungkapan wajib LKPD masih rendah, 

yaitu 53,79% tahun 2013 dan 56,14 pada tahun 2014. Suwarjuwono (2017) meneliti 

tingkat pengungkapan akun persediaan dalam LKPD di Jawa Tahun 2014 memperoleh 

hasil tingkat pengungkapan akun persediaan dalam LKPD Jawa masih rendah sebesar 

40,35% serta belum sesuai dengan SAP. Penelitian yang dilakukan oleh Putri (2019) 

mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan wajib 

LKPD se-Sumatera Barat tahun 2015-2017 memperoleh hasil rata-rata tingkat 

pengungkapan wajib masih rendah sebesar 61%. Sari (2021) juga melakukan penelitian 

terhadap tingkat pengungkapan akun persediaan dalam LKPD di Sumatera tahun 2017, 

hasil penelitian tersebut memperoleh hasil bahwa rata-rata tingkat pengungkapan akun 

persediaan di Sumatera masih rendah sebesar 55,38%. 

Terkait dengan latar belakang pada penelitian ini, terdapat beberapa penelitian 

empiris lainnya yang membahas tentang penerapan aturan dan peraturan akuntansi 

yang diberlakukan dari beberapa pengaturan yang berbeda, yang mana 
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mengungkapkan masalah praktik pelaporan keuangan yang berbeda karena 

ketidakpatuhan (Tagesson & Eriksson, 2011; Haraldson & Tagesson, 2014). 

Mengingat status kepatuhan yang berubah secara signifikan di bawah seperangkat 

GAAP yang jelas, hal ini menunjukkan kesulitan besar dalam menyelaraskan praktik 

pelaporan keuangan melalui persyaratan wajib di sektor publik. Hal ini juga menjadi 

hambatan yang harus diatasi oleh IPSAS untuk mencapai hasil de factoharmonisasi 

pelaporan keuangan sektor publik, dimana faktor-faktor tersebut mendukung 

pelembagaan peraturan dan regulasi akuntansi dapat menjadi relevan, namun tidak 

terbatas pada diskusi mengenai Internasionalisasi pelaporan keuangan sektor publik 

yang sedang berlangsung (Donatella,2020). 

Menurut Donatella (2020), rendahnya pengungkapan terhadap pelaporan keuangan 

karena biasanya tidak ditegakkan oleh sistem yang kuat untuk memantau pelaporan 

dan hukuman ketidakpatuhan. Hal tersebut terjadi karena, tidak adanya tekanan 

isomorfik koersif yang memaksa, karena dengan demikian aka nada ruang untuk 

tekanan isomorfik nonkoersif menjadi kekuatan kuat yang membatasi diskresi 

organisasi individu atas pilihan akuntansi. Lebih tepatnya, dalam keadaan ini jika 

perubahan terjadi dalam kerangka pelaporan keuangan, maka perubahan ini harus 

didukung oleh lingkungan professional seputar pelaporan dan regulasi keuangan 

(Oulasvirta,2014). Namun sedikit yang diketahui tentang bagaimana tekanan tersebut, 

mempengaruhi kepatuhan terhadap peraturan dan regulasi akuntansi dalam jangka 

panjang, karena literatur sebelumnya ditujukan untuk menjelaskan bahwa kepatuhan 
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biasanya didasarkan pada data dan periode waktu yang dekat dengan reformasi 

akuntansi di negara maju. 

Mempertimbangkan hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, 

penelitian ini bermaksud untuk menganalisis lebih lanjut kepatuhan tingkat 

pengungkapan atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD). Penelitian ini masih 

serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri (2019), yaitu menggunakan 

penelitian pengungkapan berdasarkan pengungkapan wajib (mandatory disclousure) 

berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Fokus penelitian ini 

pada tingkat pengungkapan LKPD dengan metode scoring berdasarkan pengungkapan 

pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).  

Terdapat beberapa perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang telah 

dilakukan sebelumnya, penelitian ini menggunakan butir cheklist pengungkapan 

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang lebih lengkap sebanyak 302 butir item 

pengungkapan dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yang masih menggunakan 

264 butir item, yang masih menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 

2005. Semakin banyak butir checklist yang relevan maka hasil persentase 

pengungkapan LKPD semakin mencerminkan kepatuhan pemerintah daerah dalam 

menyajikan laporan keuangannya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. 

Penelitian ini menggunakan data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang 

terbaru pada Provinsi/Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera tahun anggaran 2020 dengan 

menggunakan sampel sebanyak 164 LKPD. Penelitian dengan menggunakan data 
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LKPD terbaru yaitu tahun 2020, agar bisa menggambarkan kondisi keuangan 

pemerintah daerah yang terbaru. Penelitian dengan data terbaru ini, menunjukkan 

bahwa adanya perubahan arah mendasar dari situasi dimana pelaporan keuangan 

terutama dikembangkan dalam praktik menjadi situasi dimana pemerintah bertujuan 

untuk menggunakan persyaratan wajib untuk mengendalikan praktik pelaporan 

keuangan (Donatella, 2020). 

Masih rendahnya tingkat kepatuhan pengungkapan wajib yang dilakukan oleh 

pemerintah daerah, khususnya pada tahap selanjutnya dari reformasi akuntansi dan 

belum adanya penelitian yang membahas lebih lanjut mengenai tingkat pengungkapan 

wajib secara keseluruhan pada LKPD di Sumatera dengan menggunakan 302 item 

pengungkapan wajib, karena bagaimanapun ketidakpatuhan belum tentu merupakan 

sebuah masalah transisi sementara yang akan hilang seiring berjalnnya waktu. Maka 

dibutuhkan penelitian lebih lanjut atas ketidakkonsistenan hasil penelitian tersebut. 

Berdasarkan fenomena dan adanya inkonsistensi atas hasil penelitian-penelitian 

terdahulu, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan menggunakan judul 

 

B. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas, penulis ingin mengidentifikasi masalah sebagai 

berikut: 
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1. Bagaimana tingkat kepatuhan pengungkapan wajib yang disajikan dalam 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Provinsi/Kabupaten/Kota di Pulau 

Sumatera tahun 2020? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk menganalisis tingkat kepatuhan pengungkapan wajib dalam Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera 

tahun 2020 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai: 

1. Bagi Peneliti  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti untuk 

memperdalam dan mengaplikasikan teori yang sudah dipelajari dan diperoleh, 

selain itu juga untuk memperkuat pelatihan intelektual yang diharapkan dapat 

mempertajam daya pola pikir ilmiah serta untuk meningkatkan kompetensi 

dalam sektor akuntansi publik. 

2. Bagi Pembaca  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan 

wawasan serta wacana tentang tingkat pengungkapan dalam LKPD. Penelitian 

ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk pengembangan literatur 



12 
 

 
 

akuntansi sektor publik terutama pada masalah tingkat pengungkapan LKPD 

yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai acuan guna penelitian lain.  

3. Bagi Pemerintah Daerah 

Menjadi bahan evaluasi untuk mengetahui seberapa jauh tingkat 

pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah dan untuk mengetahui 

apakah pemerintah daerah tersebut telah melakukan pengungkapan informasi 

di dalam laporan keuangan tersebut yang sesuai dengan peraturan SAP yang 

berlaku. 

4. Bagi Pemerintah Pusat  

Menjadi dasar evaluasi, bahan masukan dan pertimbangan untuk pemerintah 

daerah agar bisa menentukan penilaian untuk dijadikan dan diterapkan dalam 

hal pengungkapan wajib sesuai SAP yang harus dilakukan oleh pemerintah 

daerah.


